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 Pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan, 

termasuk ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang cepat, kerentanan 

terhadap pelanggaran dan kecurangan seperti penyalahgunaan hak pilih, serta 

dampak negatif politik uang pada birokrasi dan netralitas posisinya. Tantangan 

tambahan muncul dari transisi ke pemilihan langsung setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945, yang memunculkan berbagai masalah dalam 

implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature 

Review (SLR) untuk mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang relevan dari 

basis data utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi menyeluruh 

diperlukan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. 

Reformasi ini termasuk peningkatan regulasi, akuntabilitas, transparansi, serta 

partisipasi publik yang lebih besar. Peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dan 

KPU sangat penting dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan 

transparan. Temuan ini menekankan perlunya perlindungan hak pilih dan 

pencegahan kecurangan dalam pemilihan untuk memperkuat prinsip-prinsip 

demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat 

untuk pengembangan kebijakan dan praktik pemilihan yang lebih efektif di masa 

depan. 
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The regional elections in Indonesia face various significant challenges, including 

legal uncertainty due to rapid regulatory changes, vulnerabilities to violations 

and fraud such as voter manipulation, and the negative impact of money politics 

on bureaucracy and its neutrality. Additional challenges arise from the transition 

to direct elections following the amendment of the 1945 Constitution, which has 

introduced various implementation issues. This study employs a Systematic 

Literature Review (SLR) approach to identify and analyze relevant literature 

from major databases. The analysis results indicate that comprehensive reforms 

are necessary to ensure integrity and fairness in the election process. These 

reforms include enhanced regulation, accountability, transparency, and greater 

public participation. The roles of supervisory bodies such as Bawaslu and KPU 

are crucial in ensuring fair and transparent elections. These findings emphasize 

the need to protect voting rights and prevent election fraud to strengthen 

democratic principles in Indonesia. This research provides valuable insights for 

the development of more effective election policies and practices in the future. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan 

yang mempengaruhi pelaksanaannya secara signifikan. Tantangan-tantangan ini meliputi 

persaingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dinasti politik, praktik negara 

bayangan, dan keterlibatan ekonomi informal (Aminah, 2020). Integritas proses pemilihan 

telah menjadi perhatian utama baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia (Misran et 

al., 2021). Selain itu, pandemi COVID-19 membawa perubahan mendasar pada sektor publik 

yang berdampak pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 (Subekti et al., 2020). 
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Partisipasi publik dalam pemilihan ini kurang memadai, menjadi tantangan signifikan yang 

perlu diatasi oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Januwarso et al., 2021). 

Tingginya biaya pemilihan kepala daerah telah berkontribusi pada peningkatan kasus 

korupsi di antara para kepala daerah karena monopoli kekuasaan dan akuntabilitas manajemen 

keuangan yang lemah (Habibi, 2021). Broker politik seringkali terlibat dalam praktik yang 

mengkhianati kandidat yang mereka dukung (Hidayaturrahman et al., 2022). Masalah hukum 

terkait pandemi juga mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Nargis & 

Satriawan, 2021). Peran lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi proses 

pemilihan (Dahliah, 2022). 

Tantangan utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah tingginya potensi 

pelanggaran dan kecurangan, termasuk penyalahgunaan hak pilih. Kerentanan ini dapat muncul 

dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran kampanye, pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi 

pemilih, dan penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi 

(Rahmat et al., 2022). Anomali dalam daftar pemilih tetap dapat menyebabkan hilangnya hak 

pilih, menyoroti perlunya langkah-langkah khusus untuk melindungi hak pilih (Yandra et al., 

2022). 

Peran broker politik dalam pemilihan kepala daerah menimbulkan risiko kecurangan, 

karena mereka mungkin terlibat dalam praktik seperti pemberian uang dan intimidasi terhadap 

pemilih (Hidayaturrahman et al., 2022). Selain itu, masalah hukum terkait calon dengan latar 

belakang kriminal yang ikut serta dalam pemilihan menimbulkan kekhawatiran tentang 

integritas proses pemilihan (Ramadhani et al., 2022). Memastikan pemenuhan hak politik bagi 

semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sangat penting untuk menegakkan 

prinsip-prinsip demokrasi dan mencegah penyalahgunaan dalam proses pemilihan (Pratiwi et 

al., 2023). 

Implementasi sistem e-voting dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi proses 

pemilihan, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan penyalahgunaan hak pilih 

(Suwarjono et al., 2021). Namun, tantangan seperti hilangnya hak pilih sementara dan 

kerentanan dalam sistem pemungutan suara dapat mempengaruhi integritas pemilihan 

(Leininger et al., 2022). Kurangnya perlindungan konstitusional yang kuat untuk hak pilih 

dapat membuat proses pemilihan rentan terhadap manipulasi dan kecurangan (Hasen, 2020). 

Politik uang di Indonesia memiliki dampak negatif signifikan terhadap birokrasi dan 

netralitas posisi-posisi di dalamnya. Infus uang ke dalam politik mengakibatkan berbagai 

konsekuensi negatif, termasuk politisasi birokrasi, korupsi, dan erosi kepercayaan publik 

terhadap lembaga pemerintah (Lempao et al., 2023; Lumaya et al., 2024; Siregar, 2023). 

Praktik politik uang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan 

prioritisasi kepentingan pribadi di atas kesejahteraan publik dalam birokrasi (Umagapi, 2021), 

yang pada gilirannya merusak integritas pelayanan sipil dan menghambat penyampaian 

layanan publik yang efisien dan tidak memihak (Akhtari et al., 2022). 

Pengaruh uang dalam politik dapat memanipulasi proses pengambilan keputusan dalam 

birokrasi, di mana kebijakan dapat dirancang untuk menguntungkan kepentingan politik 

tertentu daripada melayani kepentingan publik (Haliim & Hakim, 2020). Prevalensi politik 

uang dapat menciptakan budaya patronase dan klientelisme, di mana kesetiaan kepada patron 

politik lebih diutamakan daripada profesionalisme dan meritokrasi dalam pelayanan sipil 

(Hidayaturrahman et al., 2020). Hal ini mengakibatkan marjinalisasi individu yang 

berkualifikasi dan promosi individu berdasarkan koneksi politik daripada kompetensi (Akhtari 

et al., 2022). 

Transisi ke pemilihan langsung untuk pemimpin lokal di Indonesia setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 telah memperkenalkan beberapa tantangan. Peralihan ini 

diharapkan dapat meningkatkan demokrasi dan partisipasi, terutama dalam konteks reformasi 

desentralisasi (Kusumaryati, 2024). Namun, transisi ini menghadirkan kompleksitas dan 

hambatan yang perlu diatasi. 
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Tantangan signifikan termasuk pengaruh politik uang dan peran broker politik yang 

dapat merusak proses demokrasi (Hidayaturrahman et al., 2022). Selain itu, pemilihan langsung 

memiliki implikasi terhadap ekonomi lokal dan pemilihan ulang pemimpin distrik yang sedang 

menjabat. Studi menunjukkan bahwa pemilihan langsung tidak selalu mengurangi pengeluaran 

berlebih dalam belanja administratif pemerintah daerah, menyoroti perlunya manajemen 

keuangan dan akuntabilitas yang lebih baik (Rumayya et al., 2020). Lebih jauh, pengenalan 

pemilihan langsung tidak selalu menyebabkan pengurangan korupsi atau peningkatan tata 

kelola, sehingga diperlukan reformasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan efisiensi 

dalam tata kelola lokal (Agustino et al., 2023). 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai tantangan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan fokus khusus pada 

masalah politik, hukum, dan logistik. Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan 

komprehensif tentang masalah saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dalam solusi yang ada, 

dan mengusulkan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan integritas dan keadilan proses 

pemilihan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik dalam 

menangani tantangan multifaset dari pemilihan kepala daerah, dengan mempertimbangkan 

perkembangan terbaru seperti dampak pandemi COVID-19 dan peran politik uang. 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mendalam tentang proses pemilihan, 

peran broker politik, pengaruh uang dalam politik, kerangka hukum yang mengatur pemilihan, 

dan dampak reformasi terbaru. Dengan menangani tantangan-tantangan ini, penelitian ini 

berupaya untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik pemilihan yang lebih 

efektif yang dapat memastikan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas dan menegakkan 

prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review 

(SLR), yang memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih 

mendalam dan holistik. Dalam pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan 

sumber literatur yang relevan dari basis data seperti PubMed, Scopus, Google Scholar, dan 

IEEE Xplore. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi "Pemilihan kepala 

daerah," "ketidakpastian hukum," "politik uang," "partisipasi publik," "transparansi pemilu," 

dan "masalah dalam pemilihan." Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan 

topik penelitian, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi, dengan fokus pada publikasi terbaru 

untuk memastikan data yang mutakhir (Syahrir et al., 2021). 

Pada tahap berikutnya, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber 

yang telah dipilih untuk analisis lebih lanjut. Proses ini melibatkan pengumpulan studi yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan memiliki kualitas dan relevansi tinggi untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Selain itu, peneliti memastikan bahwa studi yang dipilih mencakup berbagai 

perspektif untuk memberikan gambaran komprehensif (Zhou et al., 2023), dalam hal ini 

gambaran penellitian adalah tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif yang dimulai dengan pengkodean dan kategorisasi. Data dari literatur yang 

dikumpulkan akan diorganisasikan dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema utama yang 

terkait dengan masalah dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Selanjutnya, peneliti 

melakukan analisis tematik, di mana data dianalisis dengan mengidentifikasi pola tematik yang 

muncul dari literatur. Langkah berikutnya adalah sintesis dan interpretasi dari berbagai sumber 

literatur untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan pemilihan di 

Indonesia  (Agustini et al., 2023; Amruddin et al., 2022; Efriza & Suryadinata, 2022). 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini mencakup berbagai isu yang mempengaruhi 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Isu-isu ini meliputi kerentanan terhadap 

pelanggaran dan kecurangan, dampak negatif politik uang pada birokrasi, serta tantangan yang 
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muncul dari transisi ke pemilihan langsung untuk pemimpin lokal. Peneliti mengkategorikan 

dan mengkodekan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang 

relevan, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang mendalam 

tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia (Endriasari & Santoso, 2022). 

Analisis yang diterapkan dalam studi ini melibatkan teknik analisis kualitatif yang 

terdiri dari beberapa tahap utama. Tahap-tahap ini meliputi mendefinisikan pertanyaan 

penelitian, melakukan pencarian literatur secara menyeluruh dengan menggunakan kata kunci 

dan sumber spesifik, menilai kualitas literatur yang diidentifikasi, mengekstraksi data yang 

relevan, mensintesis temuan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang 

disintesis (Minaryanti & Mihajat, 2023). Dengan mengikuti pendekatan yang sistematis, 

peneliti dapat memastikan transparansi, reproduktibilitas, dan ketelitian dalam proses tinjauan 

(Azizah & Haliq, 2022; Putlia & Alphin, 2021; Risalah et al., 2023; Wibowo et al., 2020) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah utama 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah 

ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi pemilihan yang cepat (Chandra, 2023). 

Perubahan regulasi ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan 

penyelenggara dan peserta pemilu, yang dapat berdampak negatif pada proses pemilihan itu 

sendiri. Selain itu, pemilihan kepala daerah sangat rentan terhadap pelanggaran dan 

kecurangan, termasuk penyalahgunaan hak pilih (Sutarno, 2022). Pelanggaran tersebut 

meliputi pelanggaran kampanye, pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi pemilih, dan berbagai 

penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Dampak negatif dari politik uang pada birokrasi dan netralitas posisinya juga menjadi 

perhatian serius (Prayitno, 2020). Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas 

pemilihan, tetapi juga mengganggu netralitas birokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai 

pelayan publik yang tidak memihak. Selain itu, tantangan yang timbul dari transisi ke 

pemilihan langsung untuk pemimpin lokal setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 

juga menambah kompleksitas pelaksanaan pemilihan (Noor & Kamarudin, 2017). Masalah-

masalah ini berkontribusi pada terjadinya ketidakteraturan, korupsi, konflik pasca pemilu, 

sengketa hasil pemilihan, dan pemilihan pemimpin yang korup dan tidak kompeten, yang 

menyoroti ketidaksempurnaan dalam mekanisme pemilihan lokal di Indonesia (Hanum, 2016). 

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai masalah dalam pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. Aminah (2020) menemukan bahwa persaingan antara 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, dinasti politik, praktik negara bayangan, dan 

keterlibatan ekonomi informal adalah beberapa tantangan utama yang mempengaruhi 

pelaksanaan pemilihan. Misran et al. (2021) menyoroti kekhawatiran tentang integritas proses 

pemilihan dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 

membawa perubahan mendasar pada sektor publik yang berdampak pada pemilihan kepala 

daerah serentak tahun 2020 (Subekti et al., 2020). 

Partisipasi publik yang kurang dalam pemilihan ini menjadi tantangan signifikan yang 

perlu diatasi oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Januwarso et al., 2021). 

Habibi (2021) menambahkan bahwa tingginya biaya pemilihan kepala daerah telah 

berkontribusi pada peningkatan kasus korupsi di antara kepala daerah karena monopoli 

kekuasaan dan akuntabilitas manajemen keuangan yang lemah. Broker politik sering kali 

terlibat dalam praktik-praktik yang mengkhianati kandidat yang mereka dukung 

(Hidayaturrahman et al., 2022). Masalah hukum terkait pandemi juga mempengaruhi 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Nargis & Satriawan, 2021). Peran lembaga seperti 

Bawaslu dan KPU sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi proses 

pemilihan (Dahliah, 2022). 

Temuan dari analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 

Indonesia sangat kompleks dan menghadapi berbagai tantangan mulai dari isu politik hingga 
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masalah hukum dan logistik. Menangani tantangan-tantangan ini sangat penting untuk 

memastikan integritas dan keadilan proses pemilihan, yang pada akhirnya akan menghasilkan 

pemimpin daerah yang berkualitas. Selain itu, temuan ini menggarisbawahi pentingnya 

reformasi dalam sistem pemilihan untuk mengatasi ketidaksempurnaan dalam mekanisme yang 

ada, yang dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan partisipasi publik serta transparansi 

dalam proses pemilihan. 

  Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk meningkatkan 

regulasi dan implementasi pemilihan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta 

mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pemilihan. Penelitian ini juga 

menekankan pentingnya peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan KPU dalam 

memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara adil dan transparan, serta pentingnya 

langkah-langkah untuk melindungi hak pilih dan mencegah kecurangan dalam pemilihan 

(Rahmat et al., 2022; Yandra et al., 2022). Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan 

penting yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilihan kepala daerah di Indonesia 

dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan-

tantangan tersebut meliputi ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang cepat 

(Chandra, 2023), kerentanan terhadap pelanggaran dan kecurangan termasuk penyalahgunaan 

hak pilih (Rasji et al., 2023), serta dampak negatif dari politik uang terhadap birokrasi dan 

netralitas posisinya (Prayitno, 2020). Selain itu, transisi ke pemilihan langsung untuk 

pemimpin lokal setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menambah 

kompleksitas pelaksanaan pemilihan (Noor & Kamarudin, 2017). 

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk memastikan integritas dan keadilan dalam 

proses pemilihan, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pemilihan yang ada. 

Reformasi tersebut mencakup peningkatan regulasi dan implementasi pemilihan, peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi, serta dorongan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses 

pemilihan. Peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan KPU juga sangat penting 

dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan (Dahliah, 2022). 

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya langkah-langkah untuk melindungi hak pilih 

dan mencegah kecurangan dalam pemilihan (Rahmat et al., 2022; Yandra et al., 2022). Dengan 

mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 

Indonesia dapat berjalan lebih baik, menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, dan 

memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan wawasan 

yang berguna untuk pengembangan kebijakan dan praktik pemilihan yang lebih efektif di masa 

depan, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi di Indonesia. 
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